
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.  bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia  memiliki fungsi dan
peran yang penting dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai daerah otonom yang berkedudukan sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu
diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan
tanggung jawab dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta sudah
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan
tuntutan penyelenggaraan pemerintahan sehingga
perlu diganti dan disempurnakan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mengingat: . . .
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Mengingat   : 1.  Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal
21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

 2.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

 3.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA.

BAB I . . .
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.  Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3.  Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah
Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut DPRD
Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

5.  Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan . . .
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berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.  Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah
provinsi yang mempunyai kekhususan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah karena
kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7.  Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI
Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga
sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI
Jakarta.

8.  Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah
Provinsi DKI Jakarta.

9.  Deputi Gubernur, selanjutnya disebut deputi, adalah
pejabat yang membantu Gubernur dalam
menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Provinsi
DKI Jakarta yang karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Walikota/bupati adalah kepala pemerintahan kota
administrasi/kabupaten administrasi di wilayah
Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab
kepada Gubernur.

11. Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah
wilayah kerja walikota/bupati yang terdiri atas
kecamatan dan kelurahan.

12. Dewan kota/dewan kabupaten adalah lembaga
musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk
peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pembangunan dan peningkatan pelayanan
masyarakat.

13. Lembaga . . .
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13. Lembaga musyawarah kelurahan adalah lembaga
musyawarah pada tingkat kelurahan untuk
menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat.

14. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-
undangan Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk oleh
DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan
bersama Gubernur.

15. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang
ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan
peraturan daerah dan peraturan perundang-
undangan.

16. Kawasan khusus adalah kawasan di dalam wilayah
Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh
Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu
pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

BAB II

DASAR, KEDUDUKAN,

FUNGSI, DAN PERAN

Bagian Kesatu

Dasar

Pasal 2

Provinsi DKI Jakarta diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang
pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah,
kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam Undang-
Undang ini.

Bagian Kedua . . .


